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Bab I Pendahuluan

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat
penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Penyusunan
rencana pembangunan daerah yang menyeluruh berperan penting
dalam memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang
tepat untuk mengatasi permasalahan daerah serta turut berkontribusi
dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di tingkat
nasional. Perencanaan pembangunan bertujuan agar proses
pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, serta
mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Rencana
pembangunan daerah juga menjadi acuan bagi seluruh perangkat
daerah dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, dan
mengendalikan pembangunan, dengan dukungan dari pelaku dunia
usaha/industri serta partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan
pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan
RPJMD, dan menjaga konsistensi dan keselarasan perencanaan
pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Menteri Dalam

Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
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2025 mengenai Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Instruksi Menteri
Dalam Negeri ini berisi pedoman teknis dan substansi yang wajib
dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD,
termasuk penyesuaian terhadap visi Indonesia Emas 2045, prioritas
nasional, serta indikator pembangunan makro dan sektoral. Dijelaskan
bahwa penetapan Peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029
paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala
daerah dilantik.

Sebagai kota dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang
kompleks, Surakarta memerlukan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah dalam bentuk RPJMD yang tidak
hanya visioner, tetapi juga responsif terhadap perkembangan zaman
dan tantangan global. Visi pembangunan Kota Surakarta tahun 2025-
2029 harus disusun berdasarkan refleksi pencapaian RPJMD
sebelumnya, penyesuaian terhadap rencana pembangunan nasional,
dan proyeksi kondisi sosial ekonomi masyarakat Surakarta di masa
depan.

Penyusunan RPJMD juga berfungsi sebagai wadah untuk
mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat praktik demokrasi di
tingkat lokal, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam
proses perencanaan pembangunan. Melalui tahapan seperti diskusi
kelompok terfokus (FGD), survei persepsi publik, dan konsultasi
bersama para pemangku kepentingan, RPJMD yang tersusun
diharapkan dapat menggambarkan kebutuhan nyata warga Surakarta
serta mencerminkan visi pembangunan yang inklusif dan
berlandaskan keadilan.

Perubahan regulasi nasional yang terus berlangsung, termasuk
arah kebijakan pembangunan melalui RPJPN Tahun 2025-2045,
menuntut pemerintah daerah untuk menyelaraskan dokumen
perencanaannya. Penyelarasan RPJMD dengan kebijakan

pembangunan provinsi, nasional maupun global menjadi langkah
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krusial untuk memastikan sinkronisasi pembangunan antara pusat
dan daerah.

Naskah Akademik Ranperda RPJMD berperan sebagai dasar
konseptual, teoritis, dan empiris yang menghubungkan gagasan
rencana pembangunan daerah dengan perangkat hukum berupa
Peraturan Daerah (Perda). Dokumen ini memiliki peran penting dalam
menjamin bahwa muatan Ranperda RPJMD didasarkan pada argumen
yang kuat dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam hal ini,
Naskah Akademik berperan memperkuat legitimasi hukum dari
Ranperda yang disusun.

Secara hukum, penyusunan Ranperda RPJMD perlu diawali
dengan kajian akademik yang komprehensif untuk merumuskan solusi
terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah. Kota Surakarta
saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin beragam dan
kompleks, seperti laju urbanisasi, kesenjangan antarwilayah, dampak
perubahan iklim, tingkat pengangguran terbuka, serta tuntutan untuk
meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat. Berbagai
tantangan tersebut menuntut adanya arah pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan berbasis pada data, agar kebijakan
yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RPJMD Kota
Surakarta Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis yang
esensial. Proses ini tidak hanya bertujuan memenuhi persyaratan
administratif dalam pembentukan peraturan daerah, tetapi juga
menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan arah pembangunan Kota
Surakarta menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, kompetitif,
dan berkualitas. Oleh karena itu, penyusunannya perlu dilakukan
secara terstruktur, terencana, dan melibatkan para ahli yang memiliki

keahlian sesuai dengan bidangnya.
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B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun

2025-2029 meliputi sebagai berikut:

1.

Permasalahan mendasar apa yang perlu menjadi perhatian
berkaitan dengan penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-
2029.

. Mengapa perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 sebagai dasar pemecahan

masalah pembangunan jangka menengah daerah.

. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,

jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda

tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai
berikut:

1.

Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kota Surakarta
dan cara mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka

pemecahan permasalahan pembangunan jangka menengah daerah.

. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota
Surakarta Tahun 2025-2029 sebagai dasar hukum penyelesaian
atau solusi permasalahan berkaitan dengan pembangunan jangka

menengah daerah.

. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,

yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-
2029.
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Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan

atau referensi dalam perumusan dan pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029

antara pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum  pelaksanaan Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta
Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembara Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421, Lembaran Lengkap
Sekretariat Negara)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322, Lembaran Lengkap

Sekretariat Kabinet).

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019,
Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surakarta Nomor 115);

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 159).

E. Metode Penyusunan Naskah Akademik
1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian
sehingga digunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum
yang digunakan yaitu metode yuridis normatif atau penelitian
sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka

yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan
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Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak,

atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil

pengkajian, dan referensi lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis

data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan

data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan

dokumenter lainnya. Data yang dioeroleh dari bahan kepustakaan

dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a.

Bahan hukum primer, yakni merupakan bahan-bahan yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-
Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan
lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta.

. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan

atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku,
jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada
hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surakarta.

Bahan hukum terseir, yakni kamus.

Tahapan Pengumpulan data dan informasi untuk memenuhi

kebutuhan dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda meliputi

sebagai berikut :
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Tabel 1.1

Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Memenuhi
Kebutuhan dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda
RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029

No Kegiatan Hasil

1 Menyusun daftar kebutuhan | Tersedianya Daftar kebutuhan
data/ informasi yang data/informasi (check list).
dibutuhkan bagi penyusunan
naskah akademik

2 | Menyusun daftar peraturan | Daftar identifikasi peraturan
perundangan yang terkait perundang-undangan terkait
dengan RPJMD RPJMD yang dibutuhkan

3 Menyusun formulir isian Tersedianya form isian untuk
data/informasi untuk perangkat daerah terkait
penyusunan naskah
akademik

4 Mengumpulkan data dan Data yang diperlukan dalam
informasi dari perangkat penyusunan naskah akademik
daerah dan instansi terkait terkumpul.

5 | Identifikasi kebijakan dari Hasil telaah kebijakan dari
Pusat dan provinsi terkait pusat dan provinsi terkait
RPJMD RPJMD

6 | Identifikasi kebijakan terkait | Hasil telaah kebijakan tentang
RPJMD RPJMD

3. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai interpretasi

secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi

yang lebih rinci dan mendalam. Data sekunder yang berhasil

dikumpulkan dalam penelitian ini, diolah, dianalisis dan ditarik

kesimpulan menggunakan metode yuridis kualitatif.
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari
beberapa komponen-komponen yang membentuknya. Perencanaan
pembangunan daerah merupakan sebuah sistem yang dibentuk
dengan unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah.

Beberapa definisi perencanaan diutarakan beberapa ahli sebagai

berikut:

a. Perencanaan dilihat sebagai suatu proses yang memperhatikan
tujuan bukti faktual dan asumsi yang diterjemahkan dalam
proses argument logis yang kemudian menjadi kebijakan guna
mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan (Lawton and Rose,
1994).1

b. Perencanaan merupakan suatu upaya dalam memiliki dan
menghubungkan fakta serta menghubungkan dengan asumsi
terkait hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang
melalui proses penggambaran dan perumusan kegiatan yang
dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan (George R
Terry).

c. Menurut Kartasasmita, perencanaan pada hakekatnya sebagai
fungsi manajemen yang merupakan proses pengambilan
keputusan dari berbagai pilihan yang ada, untuk mencapai
tujuan yang diharapkan (Kartasasmita, 1997).

d. Perencanaan  diartikan sebagai suatu proses untuk
mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis guna

mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan dapat

! Lawton, A., & Rose, A. (1994). Organization and management in the public sector. London: Pitman Publishing.
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diartikan sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-
sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang
terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara
efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan pada dasarnya
merupakan pengambilan alternatif sebagai sumber daya yang
tersedia secara tepat. (Tjokroamidjojo, 1984)2

e. Perencanaan pembangunan diartikan sebagai suatu proses
pemikiran dan  penentuan menyeluruh yang sudah
dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematik
untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah
ditetapkan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa sebagai proses pemikiran yang
mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan
efisien. Selain itu juga mengupayakan berbagai alternatif yang
dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan
tertentu di masa yang akan datang (Soekartawi, 1990).3

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa perencanaan secara umum
mengandung beberapa hal penting yang merupakan unsur penting
dari perencanaan, yakni:

a. Terdapat sejumlah asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta
yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa penyusunan
perencanaan harus dilakukan dengan mengacu pada asumsi
yang berlandaskan data yang akurat. Hal ini penting dipahami
karena output dari suatu perencanaan menjadi landasan dalam
pelaksanaan kegiatan.

b. Penentuan suatu kegiatan didasarkan pada keberadaan berbagai
alternatif atau opsi yang tersedia. Artinya, dalam merancang

sebuah rencana, perlu mempertimbangkan beragam pilihan

2 Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung
3 Soekartawi. (1990). Ilmu Ekonomi: Teori dan aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
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yang dinilai paling relevan dan sesuai dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan.

c. Terdapat tujuan yang ingin dicapai, hal inilah yang
menyebabkan diperlukannya perencanaan sebagai suatu alat
dalam mencapai tujuan tersebut.

d. Perencanaan menjadi dasar prediksi untuk mengantisipasi
segala kemungkinan yang mungkin terjadi dalam proses
pelaksanaannya.

e. Kebijaksanaan merupakan hasil dari keputusan yang wajib
dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses
perencanaan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan
menuju kemajuan yang lebih baik bagi masyarakat, pemerintah,
dan lingkungan di suatu wilayah tertentu. Proses ini melibatkan
pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada dengan pendekatan
yang menyeluruh dan terintegrasi, namun tetap memperhatikan
prinsip-prinsip prioritas. Perencanaan pembangunan wilayah dapat
dipahami sebagai proses pengarahan kegiatan pembangunan yang
melibatkan interaksi antara sumber daya manusia, sumber daya
alam, dan lingkungan, yang semuanya ditujukan untuk
mendukung investasi. Perencanaan pembangunan daerah harus
memperhitungkan kompleksitas berbagai faktor, termasuk
kemampuan sumber daya manusia, fisik, alam, keuangan, dan
sumber daya lainnya, yang sering kali dikenal sebagai
pembangunan endogen atau berbasis potensi lokal. Selain itu,
perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spasial wilayah juga
sangat penting, karena pembangunan daerah mencakup suatu
ruang tertentu yang membutuhkan penataan ruang yang efektif

(Primastuti, 2018).4

4 Primastuti, S. (2018). Perencanaan pembangunan daerah: Pendekatan dan implementasi. Jurnal Perencanaan
Pembangunan, 12(3), 45-60.
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Peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat
luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai
pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran
pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan
seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan
fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan
dilingkungan  masyarakat maupun  pemerintah. (Ndraha
(1987:110)°

Pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan
pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang
ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung
pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus
dilaksanakan/dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu :
pelayanan  (service), pemberdayaan = (empowerment), dan
pembangunan  (development)” Dalam  hubungan  tersebut
menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan
keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan
pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan
pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran
dalam masyarakat. (Rasyid 2000 : 48).°

Dalam perencanaan pembangunan daerah ada berbagai
aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka perencanaan
pembangunan yang baik serta mampu diimplementasikan di
lapangan nantinya. Aspek-aspek tersebut antara lain (Riyadi and
Bratakusumah, 2004)7:

1. Aspek potensi dan masalah. Potensi dan masalah adalah fakta

yang ada di lapangan serta sangat memengaruhi proses

5 Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan
Pembangunan daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 4(2).

6 Rasyid, R. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Jakarta: PT Yasaguna.
7 Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam

mewujudkan otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
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pembangunan, terlebih lagi hal tersebut dapat menjadi suatu
pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan yang
nantinya menjadi dasar analisis berikutnya.

Aspek lingkungan. Lingkungan mempunyai dampak yang
sangat besar terhadap berhasil atau tidaknya program
pembangunan. Bila  program = pembangunan  kurang
memperhatikan masalah lingkungan ini akan menjadi sebuah
program yang memiliki nilai relevansi yang rendah terhadap
perubahan terutama bagi masalah kemasyarakatan yang
adalah ornamen penting dalam proses pembangunan.
Lingkungan terbagi atas dua, pertama, lingkungan internal
adalah lingkungan yang berada di dalam populasi perencanaan
pembangunan daerah dilakukan. Kedua, lingkungan eksternal
adalah lingkungan yang berada di luar populasi namun
memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tingkat
berhasilnya sebuah program pembangunan. Aspek lingkungan
eksternal ini adalah bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang dan waktu harus dengan
jelas menggambarkan sebuah kebutuhan yang tepat tentang
kapan perencanaan pembangunan daerah mulai disusun,
kapan mulai ditetapkan, serta untuk berapa lama
pemberlakuannya, dan kapan dilakukan evaluasi atau
perencanaan ulang. Dari segi aspek waktu di Indonesia,
perencanaan pembangunan daerah dapat dibagi menjadi
perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang. Meskipun berbeda dalam waktu proses pembangunan
yang ideal adalah perencanaan yang dalam setiap periode waktu
harus memiliki keterkaitan serta menunjukkan kesinambungan
yang terus-menerus sampai batas waktu yang ditetapkan
sebagai fase pembangunan. Sedangkan aspek ruang
perencanaan pembangunan daerah harus dipahami sebagai
satu kesatuan yang utuh dari kondisi ruang yang ada dengan

proses pembangunan dilaksanakan. Perencanaan
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pembangunan daerah wajib dirumuskan secara menyeluruh
yang memperhatikan kondisi lingkungan yang mencakup
lingkungan udara, darat, laut, hutan, pertanian dan lain
sebagainya. Hal ini memiliki arti bahwa lingkungan yang
disebutkan tadi merupakan bahan pertimbangan prakondisi
bagi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di
sinilah kita mengenal istilah spatial planning, yaitu suatu
perencanaan yang arahnya adalah penataan ruang suatu
wilayah sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan
sesuai dengan kebutuhan dan daya dukungnya.

Aspek perencana. Aspek ini adalah organisasi pemerintah yang
bertanggung  jawab dalam melakukan perencanaan
pembangunan daerah. Pembangunan adalah tugas pemerintah
dalam pemenuhan kewajibannya kepada masyarakat maka hal
itu perlu dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga
evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu
mengoordinasikan kegiatan pada satu instansi tersendiri sebab
perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang
sangat kompleks, oleh karenanya diperlukan satu institusi yang
bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan dan
mengoordinasikannya. Institusi perencana sebagai pelaksana
fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggung
jawab penuh pada hasilnya adalah implementasi dari
pelaksanaan manajemen pembangunan. Perencana tidak hanya
bertindak sebagai penampung berbagai usulan dari institusi
teknik, namun harus mampu bertindak sebagai promotor yang
dapat mengakomodir, menganalisis, menjabarkan berbagai
masalah serta kepentingan pada suatu kesimpulan bersama
dalam wujud rumusan hasil perencanaan pembangunan
daerah.

Aspek legalitas kebijakan. Aspek ini sangat penting jika akibat
perencanaan pembangunan wilayah dievaluasi menjadi suatu

keputusan dari kebijakan yang harus dilaksanakan.
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Pelanggaran terhadap akibat perencanaan bisa dievaluasi
sebagai tindak penyelewengan yang bisa menyebabkan
implikasi aturan kepada pelanggarnya. Dengan adanya
legalitas, kebijakan terhadap hasil perencanaan pembangunan
daerah penerapannya harus sesuai dengan batasan yang telah
ditetapkan dalam perencanaan tersendiri, ini sangat perlu guna
menghindari berbagai dampak yang timbul dari proses
pembangunan. Selayaknya para pelaksanaan pembangunan
memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Luaran dari
perencanaan pembangunan daerah diterima sebagai suatu

kebijakan pemerintah serta produk hukum yang harus ditaati.

2. Siklus dan Tahapan Pembangunan Daerah
Tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan
daerah memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan
yang efektif dan efisien dari program-program pembangunan.
Berikut adalah  beberapa tahapan dalam  perencanaan

pembangunan daerah:

a. Identifikasi Masalah dan Potensi Daerah
Tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah

yakni melakukan identifikasi masalah-masalah yang ada di

daerah tersebut, serta potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan

untuk pembangunan. Identifikasi ini dilakukan melalui analisis
situasi, studi lapangan, dan pengumpulan data mengenai
berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, sosial, dan
lingkungan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam identifikasi
masalah dan potensi daerah:

1) Identifikasi Masalah Daerah. Proses identifikasi masalah
daerah melibatkan analisis yang komprehensif terhadap
berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut.
Masalah-masalah yang diidentifikasi dapat beragam, seperti

kemiskinan, pengangguran, kurangnya infrastruktur, akses
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2)

3)

4)

terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan,
kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan
antar wilayah. Identifikasi masalah ini penting agar program
pembangunan yang akan dirumuskan dapat mengatasi
permasalahan yang ada secara efektif.

Analisis Potensi Daerah. Selain identifikasi masalah, proses
identifikasi potensi daerah juga dilakukan untuk mengenali
sumber daya dan keunggulan yang dimiliki oleh daerah
tersebut. Potensi daerah dapat berupa sumber daya alam,
potensi ekonomi, potensi manusia, dan aset budaya atau
pariwisata. Melalui analisis potensi daerah, perencana dapat
mengetahui sektor-sektor yang memiliki potensi untuk
dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal dalam
pembangunan daerah. Hal ini dapat mencakup sektor
pertanian, industri, pariwisata, pendidikan, dan lain
sebagainya.

Pemetaan Sumber Daya dan Aset. Pada tahap identifikasi
masalah dan potensi, penting untuk melakukan pemetaan
sumber daya dan aset yang ada di daerah tersebut. Pemetaan
ini meliputi informasi tentang lahan yang tersedia,
ketersediaan air, kekayaan alam, infrastruktur yang ada,
serta institusi dan lembaga yang terlibat dalam pembangunan
daerah. Pemetaan sumber daya dan aset ini membantu
perencana untuk merencanakan penggunaan yang efisien
dan optimal dalam upaya pembangunan.

Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat. Dalam identifikasi
masalah dan potensi daerah, konsultasi dan partisipasi
masyarakat merupakan langkah penting. Melalui dialog
dengan masyarakat, perencana dapat memperoleh informasi
yang lebih akurat tentang masalah yang dirasakan dan
potensi yang disadari oleh masyarakat setempat. Keterlibatan
masyarakat dalam proses identifikasi akan memperkuat

pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka, serta
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memastikan bahwa program pembangunan yang dirumuskan
relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

5) Analisis Data dan Informasi. Proses identifikasi masalah dan
potensi daerah juga melibatkan analisis data dan informasi
yang terkumpul. Data dan informasi yang dikumpulkan
meliputi statistik demografi, ekonomi, sosial, kondisi
lingkungan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Dengan
analisis data yang cermat, perencana dapat mengidentifikasi
pola-pola, tren, dan hubungan antara masalah dan potensi
yang ada di daerah tersebut. Analisis data dan informasi ini
membantu perencana untuk memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam tentang kondisi eksisting, serta memperoleh
dasar yang kuat untuk merumuskan strategi dan program
pembangunan yang efektif.

6) Penyusunan Prioritas dan Rencana Tindak. Setelah
melakukan identifikasi masalah dan potensi daerah, langkah
selanjutnya adalah menyusun prioritas dan rencana tindak
yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah dan
mengoptimalkan potensi yang ada. Prioritas pembangunan
dapat ditentukan berdasarkan urgensi, dampak yang
diharapkan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki.
Rencana tindak haruslah konkret, terukur, dan terarah,
dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi

dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

b. Penetapan Visi dan Misi Pembangunan
Setelah masalah dan potensi daerah diketahui, langkah
berikutnya adalah menetapkan visi dan misi pembangunan. Visi
adalah gambaran tentang kondisi ideal yang ingin dicapai di
masa depan, sementara misi adalah langkah-langkah strategis
yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Visi dan misi
ini nantinya akan menjadi acuan dalam merancang program-

program pembangunan.
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Berikut adalah langkah-langkah dalam penetapan visi
dan misi pembangunan:

1) Perumusan visi. Visi pembangunan adalah gambaran ideal
tentang masa depan yang diinginkan untuk daerah tersebut.
Visi menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam
jangka panjang, mencerminkan aspirasi masyarakat dan
pemerintah terhadap pembangunan yang diharapkan. Visi
haruslah inspirasional, jelas, dan dapat memotivasi semua
pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mencapainya.
Visi pembangunan mencakup berbagai aspek seperti
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, lingkungan
yang lestari, dan tata kelola yang baik.

2) Perumusan misi. Misi pembangunan adalah pernyataan
tentang tujuan utama yang akan dicapai dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan. Misi ini haruslah spesifik,
terukur, dan terarah. Misi pembangunan menggambarkan
langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai
visi tersebut. Misi pembangunan mencakup berbagai sektor
pembangunan dan memberikan fokus pada upaya
pencapaian tujuan pembangunan.

3) Penyelarasan visi dan misi dengan Rencana Nasional dan
Kebijakan Daerah
Penetapan visi dan misi pembangunan haruslah konsisten
dengan rencana pembangunan nasional dan kebijakan
daerah yang ada. Visi dan misi tersebut haruslah sejalan
dengan arah pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat dan kebijakan-kebijakan daerah yang telah ada.
Konsistensi ini penting untuk memastikan keselarasan
antara pembangunan daerah dengan visi pembangunan

nasional dan kepentingan nasional secara keseluruhan.
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4) Pelibatan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
dalam perumusan Visi dan Misi
Penetapan visi dan misi pembangunan sebaiknya melibatkan
partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan.
Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik,
pertemuan stakeholder, atau melibatkan kelompok-kelompok
masyarakat dalam proses perumusan visi dan misi.
Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan
membantu memastikan bahwa visi dan misi pembangunan
mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan
mereka. Partisipasi ini juga memperkuat dukungan dan
komitmen terhadap pembangunan daerah.

5) Pengujian Fleksibilitas dan Adaptabilitas
Visi dan misi pembangunan haruslah fleksibel dan dapat
beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tuntutan
pembangunan. Lingkungan pembangunan selalu berubah,
dan oleh karena itu visi dan misi harus mampu
mengakomodasi perubahan tersebut. Perencanaan
pembangunan harus mampu menyesuaikan diri dengan
perkembangan politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan
lingkungan yang terjadi seiring waktu.

6) Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan pencapaian Visi
Setelah visi dan misi pembangunan ditetapkan, penting
untuk memiliki mekanisme pengukuran, evaluasi, dan
pelaporan yang jelas. Tujuannya adalah untuk memantau
kemajuan dalam mencapai visi dan misi tersebut.
Pengukuran dan evaluasi akan memberikan gambaran
tentang sejauh mana tujuan pembangunan tercapai,
mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta
memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan
penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan. Pelaporan yang

transparan dan akuntabel juga penting untuk menjaga
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akuntabilitas dan mendapatkan umpan balik dari pemangku

kepentingan.

c. Analisis Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan
Pada tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan
pembangunan yang melibatkan identifikasi kebutuhan
masyarakat dan sektor-sektor pembangunan yang perlu
diperhatikan. Selanjutnya, dilakukan penentuan prioritas
pembangunan berdasarkan urgensi, potensi dampak, dan

ketersediaan sumber daya.

d. Perumusan Rencana Pembangunan

Tahap ini melibatkan perumusan rencana
pembangunan yang terdiri dari strategi, program, kegiatan, dan
anggaran. Rencana pembangunan ini harus mencakup berbagai
aspek  pembangunan, seperti ekonomi, infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, rencana ini
juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan dan partisipatif.

Berikut adalah langkah-langkah dalam perumusan
rencana pembangunan:

1. Pengumpulan dan Analisis Data. Perumusan rencana
pembangunan dimulai dengan pengumpulan data yang
komprehensif tentang kondisi eksisting daerah. Data ini
meliputi informasi demografi, ekonomi, sosial, lingkungan,
dan infrastruktur. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk
mengidentifikasi tantangan, peluang, kebutuhan, dan
potensi yang ada di daerah tersebut.

2. Identifikasi Prioritas. Berdasarkan analisis data, langkah
selanjutnya adalah mengidentifikasi prioritas pembangunan.
Prioritas ini dapat ditentukan berdasarkan urgensi masalah
yang dihadapi, potensi yang perlu dimanfaatkan, dan

kebutuhan masyarakat. Prioritas dapat meliputi sektor
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ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola
pemerintahan.

. Penetapan Tujuan dan Target. Setelah prioritas ditentukan,
tujuan dan target pembangunan ditetapkan. Tujuan
haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan
terbatas dalam waktu. Tujuan dan target ini menjadi pijakan
untuk mengarahkan upaya pembangunan dan memastikan
pencapaian yang diinginkan.

. Strategi Pembangunan. Strategi pembangunan merupakan
langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk
mencapai tujuan pembangunan. Strategi ini haruslah sesuai
dengan tantangan dan peluang yang ada, serta
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Strategi
pembangunan dapat meliputi pengembangan sektor
ekonomi, investasi infrastruktur, pengembangan sumber
daya manusia, pelestarian lingkungan, dan peningkatan tata
kelola pemerintahan.

. Program dan Kegiatan. Rencana pembangunan harus merinci
program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk
mengimplementasikan strategi pembangunan. Program dan
kegiatan ini haruslah konkret, terukur, dan terintegrasi.
Masing-masing program dan kegiatan harus memiliki tujuan,
indikator pencapaian, target sasaran, waktu pelaksanaan,
dan alokasi sumber daya yang jelas.

. Pengawasan dan Evaluasi. Rencana pembangunan harus
dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang
efektif. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memantau
kemajuan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi hambatan
dan kendala yang muncul, serta melakukan perbaikan dan
penyesuaian jika diperlukan. Hasil pengawasan dan evaluasi
digunakan untuk memperbaiki rencana dan meningkatkan

kualitas implementasi pembangunan.
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e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda). Setelah
rencana pembangunan disusun, tahap berikutnya adalah
menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur
implementasi rencana tersebut. Perda ini harus mencakup
ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan program,
penggunaan lahan, tata ruang, dan mekanisme pembiayaan
pembangunan.

Berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan

Rancangan Perda:

1. Identifikasi Kebutuhan Perda. Tahap pertama dalam
penyusunan Rancangan Perda adalah mengidentifikasi
kebutuhan atau isu yang perlu diatur melalui peraturan daerah.
Hal ini dapat dilakukan melalui analisis masalah yang dihadapi
oleh daerah, konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta
mempertimbangkan  kebijakan nasional yang relevan.
Identifikasi kebutuhan ini penting untuk memastikan bahwa
Perda yang disusun relevan dan efektif dalam menangani isu-isu
yang dihadapi oleh daerah.

2. Penyusunan Rancangan Perda. Setelah kebutuhan diidentifikasi,
langkah selanjutnya adalah menyusun Rancangan Perda.
Penyusunan Rancangan Perda melibatkan proses pengkajian
dan penulisan dokumen hukum yang terstruktur. Rancangan
Perda haruslah memuat judul, prinsip dasar, tujuan, ruang
lingkup, ketentuan-ketentuan, sanksi, serta mekanisme
pelaksanaan dan penegakan hukum. Rancangan Perda juga
harus mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk UUD 1945, undang-undang, dan
peraturan pemerintah.

3. Konsultasi Publik. Sebelum Rancangan Perda disahkan, proses
konsultasi publik perlu dilakukan. Konsultasi publik melibatkan

partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam
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memberikan masukan, pendapat, atau saran terhadap
Rancangan Perda. Konsultasi publik bertujuan untuk
memastikan bahwa Rancangan Perda memperoleh masukan dari
berbagai pihak yang terkait dan mempertimbangkan
kepentingan publik secara luas.

Pembahasan dan Persetujuan. Setelah melalui proses konsultasi
publik, Rancangan Perda dibahas dan disetujui oleh lembaga
legislatif daerah, seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah). Pembahasan Rancangan Perda melibatkan diskusi,
peninjauan, dan pengambilan keputusan oleh anggota DPRD.
Pada tahap ini, dapat dilakukan revisi dan perubahan terhadap
Rancangan Perda sesuai dengan masukan dan rekomendasi
yang diterima.

Penetapan dan Pengesahan. Setelah melalui pembahasan,
Rancangan Perda disahkan menjadi Perda melalui mekanisme
penetapan dan pengesahan. Proses ini dilakukan oleh lembaga
legislatif daerah dan ditandai dengan penandatanganan oleh
kepala daerah atau pejabat yang berwenang. Penetapan dan
pengesahan Perda dilakukan setelah memastikan bahwa proses
pembahasan telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah penetapan dan pengesahan dilakukan, Perda menjadi
landasan hukum yang mengikat dan berlaku di wilayah
pemerintahan daerah tersebut.

Penyampaian dan Pelaksanaan Perda. Setelah Perda disahkan,
tahap selanjutnya adalah penyampaian dan pelaksanaan Perda.
Perda yang telah disahkan harus disosialisasikan kepada
masyarakat dan pihak-pihak terkait agar mereka memahami dan
patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.
Pemerintah daerah juga perlu mengatur mekanisme
pelaksanaan, termasuk pembentukan kelembagaan, prosedur,
dan instrumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk

menjalankan Perda dengan efektif.

NASKAH AKADEMIK RANPERDA TENTANG RPJMD KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029 [l 15



Bab II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris

7. Monitoring, Evaluasi, dan Perubahan. Penting untuk melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda guna
memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dan dampak
yang diharapkan terjadi. Evaluasi ini dapat melibatkan
pengukuran kinerja, pengumpulan data, dan analisis terhadap
implementasi Perda. Jika ditemukan kekurangan atau
kebutuhan perubahan, revisi atau perubahan terhadap Perda
dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

8. Pembaruan dan Peningkatan Perda. Pemerintah daerah perlu
melakukan pembaruan dan peningkatan terhadap Perda yang
ada sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan
daerah. Proses pembaruan dan peningkatan dapat dilakukan
melalui evaluasi berkala, revisi, atau penggantian Perda yang
tidak lagi relevan atau efektif. Hal ini bertujuan untuk menjaga
keaktualan, keberlanjutan, dan konsistensi Perda dengan

kondisi dan kebijakan yang berlaku.

f. Evaluasi dan Monitoring

Tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan
daerah adalah evaluasi dan monitoring pelaksanaan program
pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi
pencapaian tujuan pembangunan, efektivitas program, dan
penggunaan sumber daya. Monitoring dilakukan secara berkala
untuk memastikan bahwa program-program pembangunan
berlangsung sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi
perubahan yang perlu dilakukan. Berikut adalah penjelasan
rinci tentang evaluasi dan monitoring:

1. Evaluasi Pembangunan. Evaluasi pembangunan melibatkan
analisis terhadap kinerja dan hasil pembangunan di berbagai
sektor. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh
mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana

pembangunan telah tercapai. Evaluasi pembangunan
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melibatkan pengukuran indikator kinerja, analisis data, dan
penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak kegiatan
pembangunan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk
mengevaluasi keberhasilan rencana pembangunan,
mengidentifikasi  kelemahan dan  kekuatan, serta
memberikan rekomendasi perbaikan.

Monitoring Pelaksanaan Kebijakan. Monitoring pelaksanaan
kebijakan dilakukan untuk memantau perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Monitoring melibatkan pengumpulan data, pemantauan
proses, dan pengukuran terhadap pencapaian target yang
telah ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan secara reguler
untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil
monitoring dapat memberikan informasi yang akurat tentang
kemajuan pelaksanaan, mengidentifikasi kendala yang
muncul, dan memungkinkan pengambilan tindakan
perbaikan yang diperlukan.

Indikator Pencapaian. Evaluasi dan monitoring
membutuhkan adanya indikator pencapaian yang jelas dan
terukur. Indikator pencapaian digunakan sebagai alat untuk
mengukur kinerja, progres, dan hasil dari kegiatan
pembangunan dan kebijakan yang dilaksanakan. Indikator
tersebut dapat berupa angka, persentase, atau parameter
lain yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Indikator
pencapaian haruslah spesifik, terukur, terkait dengan tujuan
pembangunan, serta dapat diukur secara konsisten dan
berkelanjutan.

Pengumpulan Data dan Informasi. Evaluasi dan monitoring
membutuhkan data dan informasi yang akurat dan
komprehensif. Pengumpulan data dan informasi dapat
melibatkan survei, wawancara, observasi, dan penggunaan

sumber data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi
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data  sosial, ekonomi, lingkungan, dan kegiatan
pembangunan. Data dan informasi tersebut dianalisis untuk
memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang
pelaksanaan kebijakan, pencapaian tujuan pembangunan,
dan dampak yang terjadi.

5. Analisis dan Penilaian. Evaluasi dan monitoring melibatkan
analisis dan penilaian terhadap data dan informasi yang telah
dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk memahami
hubungan sebab-akibat antara kegiatan pembangunan dan
hasil yang dicapai. Analisis tersebut dapat melibatkan teknik
statistik, metode kuantitatif, dan kualitatif. Hasil analisis
digunakan wuntuk mengevaluasi efektivitas kebijakan,
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan atau
kegagalan, dan mengidentifikasi peluang perbaikan atau
perubahan kebijakan yang diperlukan.

6. Penyampaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi dan monitoring
harus disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait,
seperti pemerintah daerah, lembaga legislatif, masyarakat,
dan sektor terkait lainnya. Penyampaian hasil evaluasi dapat
dilakukan melalui laporan evaluasi, presentasi, atau forum
diskusi. Hasil evaluasi yang disampaikan secara transparan
dan terbuka memungkinkan pemangku kepentingan untuk
memahami perkembangan dan kemajuan pembangunan
serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

7. Tindakan Perbaikan dan Pembelajaran. Hasil evaluasi dan
monitoring dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil
tindakan perbaikan dan pembelajaran. Jika evaluasi
menunjukkan bahwa tujuan pembangunan belum tercapai
atau terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan,
langkah-langkah  perbaikan  dapat  diambil untuk
meningkatkan kinerja dan efektivitas. Selain itu, evaluasi dan

monitoring juga dapat menjadi sumber pembelajaran bagi
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pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan di masa depan.

8. Siklus Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan. Evaluasi dan
monitoring merupakan proses berkelanjutan yang harus
dilakukan secara teratur. Proses ini memungkinkan
pemantauan yang berkelanjutan terhadap perkembangan
pembangunan, pencapaian tujuan, dan efektivitas kebijakan.
Dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara terus-
menerus, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi
perubahan kebutuhan, mengatasi permasalahan yang
muncul, dan mengadopsi strategi yang sesuai untuk

mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

3. Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis dan
terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu (BAKRI, 2023)8 Dalam
penyusunan perencanaan, diperlukan berbagai teknik untuk
memastikan bahwa perencanaan tersebut efektif, efisien, dan
mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa teknik
perencanaan yang umum digunakan sebagai berikut:
a. Analisis SWOT
Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk
mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses),
peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang dihadapi
dalam suatu situasi. Analisis SWOT dapat digunakan dalam
berbagai konteks, termasuk perencanaan pembangunan daerah,
perencanaan bisnis, dan pengambilan keputusan strategis.
b. Analisis PESTLE
Analisis PESTLE (Political, Economic, Social, Technological,

Legal, Environmental) merupakan teknik analisis yang

8 BAKRI. (2023). Pengertian Perencanaan Dalam Manajemen: Mempersiapkan Rencana Untuk Mencapai Tujuan.
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digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor politik,
ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan yang
mempengaruhi suatu situasi. Analisis PESTLE dapat digunakan
untuk memahami tren dan perkembangan di lingkungan
eksternal yang dapat berdampak pada perencanaan.
c. Analisis Stakeholders
Analisis stakeholders merupakan teknik yang digunakan
untuk  mengidentifikasi para  pemangku  kepentingan
(stakeholders) yang terkait dengan suatu situasi dan memahami
kepentingan mereka. Analisis stakeholders dapat membantu
dalam memastikan bahwa perencanaan tersebut
mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak
yang terkait.
d. Pohon Masalah
Pohon masalah merupakan teknik yang digunakan untuk
mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah. Pohon masalah
dibuat dengan menggambar masalah utama di bagian atas, dan
kemudian menggambar cabang-cabang yang menunjukkan
penyebab-penyebab masalah tersebut. Pohon masalah dapat
membantu dalam merumuskan solusi yang tepat sasaran.
e. Brainstorming
Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk
menghasilkan ide-ide baru secara spontan. Brainstorming
dilakukan dengan cara mengumpulkan ide-ide sebanyak
mungkin dari semua peserta, tanpa adanya kritik atau penilaian.
Brainstorming dapat membantu dalam menemukan solusi
kreatif untuk suatu masalah.
f. Delineation
Delineation adalah teknik yang digunakan untuk
memecah masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah
yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Delineation dapat
membantu dalam membuat perencanaan yang lebih terstruktur

dan sistematis.
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. Scenario Planning

Scenario planning adalah teknik yang digunakan untuk
mengembangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi di
masa depan. Scenario planning dapat membantu dalam
mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan
dan membuat keputusan yang adaptif.
. Backcasting

Backcasting adalah teknik yang digunakan untuk
memulai dari tujuan yang ingin dicapai di masa depan dan
kemudian merumuskan langkah-langkah yang diperlukan
untuk mencapai tujuan tersebut. Backcasting dapat membantu
dalam menetapkan arah yang jelas untuk perencanaan.
Cost-Benefit Analysis

Cost-benefit analysis (CBA) adalah teknik yang digunakan
untuk membandingkan biaya dan manfaat dari suatu alternatif
solusi. CBA dapat membantu dalam memilih alternatif solusi
yang paling optimal dari segi biaya dan manfaat.
Project Management

Project management adalah teknik yang digunakan untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu
proyek. Project management dapat membantu dalam memastikan
bahwa proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan
kualitas yang diinginkan. Pemilihan teknik perencanaan yang
tepat tergantung pada konteks dan tujuan perencanaan.
Kombinasi dari beberapa teknik perencanaan dapat digunakan
untuk mendapatkan hasil yang optimal. Teknik-teknik
perencanaan merupakan alat yang penting untuk membantu
dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan menggunakan
teknik-teknik perencanaan yang tepat, perencanaan dapat
menjadi lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang

diinginkan.
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4. Perencanaan Strategis dan Partisipatif
Perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah
penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan
berkelanjutan. Perencanaan yang baik haruslah didasarkan pada
situasi dan kondisi daerah, serta aspirasi masyarakat. Untuk itu,
diperlukan perencanaan strategis dan partisipatif yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan (Achmadl et al., 2019)9.
a. Pengertian dan pentingnya perencanaan strategis
Perencanaan strategis adalah proses yang sistematis dan
terstruktur untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan
merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
Perencanaan strategis haruslah berlandaskan pada visi dan misi
organisasi, serta mempertimbangkan faktor-faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi organisasi. Perencanaan
partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses
pengambilan keputusan. Para pemangku kepentingan dapat
berasal dari internal organisasi, seperti karyawan, manajemen,
dan pemilik, maupun dari eksternal organisasi, seperti
pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Perencanaan strategis
dan partisipatif adalah kombinasi dari kedua pendekatan
tersebut, yaitu perencanaan strategis yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan untuk
menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif, efektif, dan
berkelanjutan.  Pentingnya  perencanaan  strategis dan
partisipatif, dijelaskan sebagai berikut:
1) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
Perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan akan meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi organisasi. Hal ini karena para pemangku

9 Achmad1, M. A., 2, A., & Badu Ahmad3. (2019). PARTICIPATORY PLANNING MUSRENBANG MAKASSAR.
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kepentingan akan mengetahui dan memahami tujuan,
strategi, dan program organisasi.
2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

Perencanaan yang partisipatif akan menghasilkan ide-ide
dan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam
mencapai tujuannya.

3) Meningkatkan dukungan dan komitmen

Perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan akan meningkatkan dukungan dan komitmen
mereka terhadap organisasi. Hal ini karena para pemangku
kepentingan merasa dilibatkan dan dihargai.

4) Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Perencanaan yang partisipatif akan menghasilkan
perencanaan yang lebih komprehensif dan
mempertimbangkan berbagai perspektif. Hal ini dapat
meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan
peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan.

5) Meningkatkan Rasa Kepemilikan

Perencanaan yang partisipatif akan meningkatkan rasa
kepemilikan para pemangku kepentingan terhadap
organisasi. Hal ini karena mereka merasa dilibatkan dalam
proses pengambilan keputusan.

Perencanaan strategis dan partisipatif merupakan
pendekatan yang penting untuk menghasilkan perencanaan
yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan ini dapat
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas,
efisiensi, dukungan, komitmen, kualitas perencanaan, dan
rasa kepemilikan para pemangku kepentingan.

b. Prinsip-Prinsip Perencanaan Strategis dan Partisipatif

Perencanaan strategis dan partisipatif harus didasarkan

pada beberapa prinsip fundamental agar tercapai hasil yang
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optimal. Berikut ini adalah beberapa prinsip utama yang perlu
diperhatikan:
1. Partisipasi
- Melibatkan berbagai pemangku kepentingan
Perencanaan harus melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam
proses pengambilan keputusan.
-  Memperhatikan kepentingan semua pihak
Perencanaan harus mempertimbangkan kepentingan
semua pihak yang terlibat, dengan tetap mengedepankan
kepentingan masyarakat luas.
-  Membangun komunikasi dan dialog yang terbuka
Perlu dibangun komunikasi dan dialog yang terbuka
antara semua pihak yang terlibat dalam proses
perencanaan.
2. Kejelasan Visi dan Misi
- Memiliki visi dan misi yang jelas
Perencanaan harus didasarkan pada visi dan misi yang
jelas, terukur, dan dapat dicapai.
- Visi dan misi yang disepakati bersama
Visi dan misi yang harus disepakati bersama oleh semua
pihak yang terlibat dalam proses perencanaan.
3. Analisis Situasi
- Melakukan analisis situasi yang komprehensif: perlu
dilakukan analisis situasi yang komprehensif untuk
memahami kondisi internal dan eksternal organisasi atau
daerah.
- Melibatkan berbagai data dan informasi: Analisis situasi
harus melibatkan berbagai data dan informasi yang

relevan dan akurat.
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. Strategi yang efektif dan efisien

- Merumuskan strategi yang efektif dan efisien: Strategi
yang dirumuskan haruslah efektif dan efisien dalam
mencapai tujuan yang ditetapkan.

-  Mempertimbangkan sumber daya yang tersedia: Strategi
harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia,
baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber
daya lainnya.

. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

- Perencanaan yang fleksibel dan adaptif
Perencanaan haruslah fleksibel dan adaptif terhadap
perubahan yang terjadi.

-  Mempermudah revisi dan penyesuaian
Perencanaan harus mudah direvisi dan disesuaikan
dengan kondisi yang berkembang.

. Monitoring dan Evaluasi

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
untuk memastikan bahwa perencanaan berjalan sesuai
dengan target yang ditetapkan.

- Melakukan penyesuaian berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi
Hasil monitoring dan evaluasi harus digunakan untuk
melakukan penyesuaian terhadap perencanaan jika
diperlukan.

. Akuntabilitas dan Transparansi

- Akuntabilitas terhadap semua pihak
Proses perencanaan harus akuntabel terhadap semua
pihak yang terlibat.

- Transparansi dalam proses pengambilan keputusan
Proses pengambilan keputusan dalam perencanaan harus

transparan dan terbuka bagi semua pihak.
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8. Keberlanjutan

- Memastikan keberlanjutan perencanaan
Perencanaan haruslah  berkelanjutan dan dapat
diterapkan dalam jangka panjang.

-  Mempertimbangkan dampak jangka Panjang
Perencanaan harus mempertimbangkan dampak jangka
panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perencanaan
strategis dan partisipatif dapat menghasilkan perencanaan
yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat
mencapai tujuan yang diinginkan dengan optimal.
Langkah-langkah penyusunan perencanaan strategis dan
partisipatif. Peran dan tanggung jawab pemangku

kepentingan dalam proses perencanaan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan
Norma
1. Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
yang Baik
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) terdapat asas-
asas yang harus diperhatikan, antara lain :
a. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum
umum bagi peraturan perudangan;
b. Asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum
umum bagi perundang-undangan;
c. Asas-asas pemerintah berdasarkan sistem konstitusi selaku
asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan
d. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh
ahli (Yuliandi, 2010).
Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi
dengan naskah akademik yang disusun berdasarkan pendekatan

dan kaidah ilmiah. Penyusunan naskah akademik menjadi
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prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-

undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Naskah akademik

adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan,
sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau
arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu
masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara
teoritis dan sosiologis. Secara teoritik naskah akademik berisi kajian
tentang dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu
permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan
pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan
sebagai berikut :

a. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan
yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu
masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar
filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan
peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai
yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya
nilai etika, adat, agama dan lainnya.

b. Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar
hukum (rechtsgrond) bagi pembuatan peraturan perundang-
undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi
formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi
formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-
undangan lain untuk memberi kewenangan (bevoegdheid) bagi
suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu. Sedangkan
dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk
mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan
demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan
pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar
tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan

peraturan perundang-undangan di atasnya.
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c. Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi
dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan
ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya
dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan dapat
berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di
tengah masyarakat.

d. Secara sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji
realitas sosial dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan
hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang
hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan
kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya
peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar
sosial di masyarakat.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan
dengan metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum,
sehingga validitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode
penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini
memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menggali
dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder, baik
penelitian hukum normatif dan/atau empiris. Dengan demikian
proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh
dilakukan secara pragmatis, dengan langsung menuju pada
penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang
mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundangan-undangan
dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah atas dasar teoritis
dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak
berwenang pembentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke
masyarakat tidak akan terjadi penolakan-penolakan.

Hal penting yang erat kaitannya dengan penyusunan
peraturan perundangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda)
meliputi ciri-ciri penting sebagai berikut :

a. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan

hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak
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bersifat multi tafsir. Dengan demikian diharapkan dalam
pelaksanaan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru bagai
aparat penegak hukum dan masyarakat yang dikenai Perda
tersebut.

b. Bersifat wuniversal. Peraturan perundangan yang disusun
diberlakukan sama bagi warga masyarakat secara berkeadilan,
sejalan degan prinsip semua warga negara sama di depan hukum.
Karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang
akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu,
ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa
tertentu.

c. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki
dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-
undangan, termasuk Perda untuk mencantumkan klausul yang
memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Menurut Sugeng Istanto (2007) dalam kerangka pembentukan
peraturan perundangan (legal drafting) perlu memperhatikan asas
pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal penting
sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan : setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan
hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat : setiap
jenis  peraturan daerah (Perda) harus dibuat oleh
lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang.
Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi
hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh
lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam
pembentukan peraturan daerah (Perda) harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis
peraturan daerahnya telah sesuai dengan dasar perundangan

yang berlaku. Penyusunan Perda dengan berdasarkan pada
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Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk
Hukum Daerah.

d. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah
harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di
dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun
sosiologis.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan
peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah,
sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa
hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah
mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan,
seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang
seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan
dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang

terbentuk menjadi populis dan efektif (Sugeng Istanto, 2007).

2. Asas-asas dalam Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
Asas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi:
a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara;
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b. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan Negara;

c. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,
dan selektif;

d. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia Negara;

e. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

f. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

g. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah, harus
menerapkan beberapa prinsip pokok yang dipegang teguh dalam
proses perencanaan dan pelaksanaannya. Asas-asas tersebut yaitu:
a. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Usaha pembangunan nasional harus diarahkan dan
dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan
Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral dan etik dari
pengamalan Pancasila sila pertama.

b. Asas Manfaat. Segala usaha dan kegiatan dari proses
pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kemanusiaan (masyarakat). Selain itu,

proses pembangunan nasional juga harus meningkatkan
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kesejahteraan rakyat dan mengembangkan pribadi warga
negaranya yang mengutamakan kelestarian nilai luhur budaya
bangsa. Dalam kegiatan pembangunan nasional, masyarakat
dan pemerintah harus melestarikan adanya fungsi lingkungan
hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

. Asas Demokrasi Pancasila. Upaya untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional tersebut harus meliputi seluruh
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang
dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang mempunyai ciri
kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui
musyawarah untuk mencapai suatu mufakat bersama.

. Asas Adil dan Merata. Pembangunan nasional harus
diselenggarakan sebagai usaha bersama yang merata di semua
lapisan masyarakatnya. Sehingga, setiap warga negara berhak
menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan.

. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam
Perikehidupan. Dalam asas ini, pembangunan nasional harus
seimbang antara semua kepentingan, baik itu kepentingan dunia
dan akhirat, materiil dan spritual, jiwa dan raga, individu,
masyarakat dan negara, pusat dan daerah, dan lain-lain.

Asas Hukum. Dalam asas hukum, penyelenggaraan
pembangunan nasional yang dilakukan oleh warga negara dan
penyelenggara negara, harus menaati hukum yang ada secara
adil dan benar. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk
menegakkan dan menjamin adanya kepastian hukum yang
berlaku dalam setiap individu.

. Asas Kemandirian. Pembangunan nasional harus berlandaskan
pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta
kepribadian bangsa negara Indonesia.

. Asas Kejuangan. Dalam asas kejuangan, masyarakat dan
penyelenggara negara selaku subjek dalam upaya pembangunan

nasional, harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat
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pengabdian. Selain itu, juga harus memiliki rasa disiplin yang
tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara di
atas kepentingan pribadi.

i. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan nasional
harus dapat memberikan kesejahteraan rakyat secara lahir dan
batin. Dalam proses penyelenggaraannya, perlu adanya
penerapan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Penyelenggara Pemerintahan Daerah, berpedoman
pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara
negara.

b. tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara negara.

c. kepentingan wumum, adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,
dan selektif.

d. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia negara.

e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
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rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi
penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk
mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat
guna dan berdaya guna.

j- Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan
negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi

setiap warga negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta
Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Kota
Surakarta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029,
menggunakan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi
pada proses, meliputi: pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan
atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam
perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai
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tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif
digunakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan politis digunakan dengan menerjemahkan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang dibahas bersama dengan
DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan
yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah
Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional. Di samping itu,
penyusunan rancangan RPJMD Kota Surakarta tahun 2025-2029 juga
menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang
berorientasi pada substansi, meliputi: pendekatan holistik-tematik;
integratif; dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam
perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,
hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan
lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan
beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang
jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi

keruangan dalam perencanaan.

Permasalahan pembangunan daerah yang perlu ditangani dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta
diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Geografi
Kota Surakarta memiliki permasalahan dalam menghadapi
keterbatasan lahan dengan luas hanya 46,72 km? sementara
kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi menekan
ketersediaan ruang terbuka hijau serta meningkatkan risiko fenomena
peningkatan suhu di kawasan perkotaan (urban heat island) dan

pencemaran udara. Keterbatasan lahan wuntuk pengembangan
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perkotaan, terlihat dari tanah kosong sebesar 17,87 ha yang
dinyatakan dalam RTRW Kota Surakarta.

Risiko bencana di Kota Surakarta pada tahun 2023 yang
meliputi banjir (risiko sedang), tanah longsor (risiko sedang), epidemi
dan wabah penyakit (risiko sedang), serta bencana sosial (risiko
sedang) dengan nilai kapasitas daerah pada tingkat sedang (0,74) yang
menunjukkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana masih
kurang optimal. Kerentanan terhadap banjir dan longsor, akibat
drainase yang belum optimal serta alih fungsi lahan. Kualitas air juga
menurun akibat pencemaran, meskipun secara kuantitas masih
mencukupi. Hal-hal tersebut mempengaruhi risiko bencana di Kota
Surakarta.

Ketahanan pangan masih rendah yang ditunjukkan dengan daya
dukung pangan yang terlampaui pada 77% wilayah Kota Surakarta
(KLHS RPJMD Kota Surakarta 2025-2029). Hal ini disebabkan karena
ketersediaan lahan pertanian hanya 44,73 hektar pada tahun 2023
dan tidak merencanakan lahan pertanian berkelanjutan di RTRW Kota
Surakarta 2021-2041 sehingga bergantung pada suplai bahan pangan
dari daerah lain.

2. Aspek Demografi

Dengan kepadataan penduduk 11.302 jiwa/km?, Surakarta
mengalami tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik.
Tingkat kepadatan penduduk yang semakin meningkat mencapai
11.302,31 jiwa/km2 pada tahun 2024, yang menuntut perlunya
pengendalian kuantitas penduduk baik dari sisi kelahiran maupun
perpindahan penduduk. Hal ini mengingat daya dukung pangan yang
telah melampaui, daya dukung penyedia air yang didominasi kelas
rendah, serta daya dukung jasa pengaturan iklim yang didominasi
kelas sangat rendah.

Laju pertumbuhan penduduk yang menurun menunjukkan tren
penduduk wusia tua (aging population), sementara kelompok usia
produktif persentase Surakarta sebesar 70,41% di tahun 2024 yang

mendominasi belum sepenuhnya terserap pasar tenaga kerja.
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3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan ekonomi masih menjadi isu utama, sebagaimana
tercermin dalam Indeks Gini yang mengalami fluktuasi dan mencapai
0,380 pada tahun 2024. Kemiskinan tinggi, dengan kelompok rentan
masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya
ekonomi dan peluang kerja yang layak. Tingkat pengangguran juga
masih cukup tinggi, terutama di kalangan usia muda dan lulusan
pendidikan menengah yang belum sepenuhnya terserap di pasar kerja.
Tingkat pengangguran terbuka pada tahun yang mencapai angka
4,58% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tantangan link and
match tenaga kerja dengan pasar kerja di Kota Surakarta. Ketahanan
pangan dan daya dukung lingkungan juga perlu diperhatikan,
mengingat Surakarta sangat bergantung pada pasokan pangan dari
daerah sekitar, sementara ketersediaan air meskipun masih
mencukupi secara kuantitas, menghadapi masalah kualitas yang
menurun di beberapa wilayah.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada aspek daya
saing dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu daya saing ekonomi, daya
saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur daerah,
dan daya saing iklim investasi.

Rasio kewirausahaan mengalami fluktuasi menunjukkan
tantangan masalah dalam ekosistem bisnis dan daya saing UMKM.
Sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi kota, masih
memiliki keterbatasan dalam akses permodalan, digitalisasi, dan
ekspansi pasar global. Dari aspek daya saing SDM, permasalahannya
kesesuaian kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan
pasar, terbukti angka TPT masih sebesar 4,61% pada tahun 2024.
Kemantapan jalan telah mencapai lebih dari 80%, tetapi masih
diperlukan penguatan konektivitas antarwilayah untuk meningkatkan
efisiensi transportasi dan logistik untuk meningkatkan daya saing.
Dari aspek investasi, daya tarik investasi masih belum stabil dan

investasi cenderung terkonsentrasi di sektor perdagangan dan jasa.
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Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis
daerah Kota Surakarta diuraikan sebagai berikut:
1. Isu Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan, Kesehatan,

dan Perlindungan Sosial

a. Kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk
Meningkatkan Daya Saing SDM
Kota Surakarta masih menghadapi tantangan dalam
pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, terutama
dalam pendidikan vokasional dan literasi digital yang sesuai
dengan kebutuhan industri. Meskipun rata-rata lama sekolah
telah mencapai 11 tahun pada 2023, masih terdapat
kesenjangan dalam distribusi tenaga pendidik dan relevansi
kurikulum dengan tuntutan dunia kerja. Untuk itu, diperlukan
penguatan pendidikan sepanjang hayat dan pembelajaran
berbasis teknologi guna meningkatkan daya saing SDM yang
adaptif dan unggul.

b. Kualitas Layanan Kesehatan dan Ketimpangan Akses bagi
Kelompok Rentan.
Meskipun cakupan layanan kesehatan terus meningkat, masih
terdapat kesenjangan akses bagi kelompok rentan, terutama
lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Selain
itu, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan tenaga
kesehatan dan pemerataan fasilitas layanan kesehatan.
Optimalisasi Posyandu Plus dan digitalisasi layanan kesehatan
menjadi strategi kunci dalam meningkatkan akses layanan
kesehatan yang berkualitas dan merata.

c. Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Menekan
Kemiskinan
Kota Surakarta masih menghadapi tantangan dalam
mengurangi angka kemiskinan dan kelompok rentan miskin,
terutama akibat fluktuasi ekonomi, PHK, dan rendahnya daya
beli masyarakat. Indeks Gini yang mencapai 0,380 pada tahun

2024 menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih cukup
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tinggi. Untuk itu, diperlukan perlindungan sosial yang adaptif
dan berbasis data, termasuk program jaminan sosial dan
penguatan bantuan bagi kelompok rentan, guna memastikan
kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
d. Isu Pemuda Unggul

Surakarta memiliki potensi besar dalam penduduk wusia
pemuda. Potensi ini dapat menjadi peluang pengembangan
wirausaha muda. Namun, pertumbuhan wirausaha muda
masih rendah. Hal ini mengindikasikan adanya isu SDM unggul
di bidang kewirausahaan pemuda. Demikian halnya dengan
atlet berprestasi, di mana pada umumnya mereka masih di usia
muda. Namun, mereka masih menghadapi kendala dalam
ekosistem pembinaan dan akses terhadap peluang
pengembangan karier. Kewirausahaan pemuda masih terbatas
pada skala kecil dan kurang mendapat dukungan dalam akses
modal serta penguatan jejaring bisnis. Sementara itu,
pembinaan atlet muda kurang mendapat perhatian dalam
peningkatan fasilitas dan sistem pelatihan yang berkelanjutan.
Diperlukan strategi integratif yang mendukung pengembangan
wirausaha muda berbasis inovasi dan digitalisasi, serta sistem
pembinaan atlet yang lebih profesional dan kompetitif agar
Surakarta dapat menjadi kota unggul dalam kewirausahaan

dan olahraga.

2. Isu Penguatan Identitas Budaya dan Ketahanan Sosial dalam

Menghadapi Dinamika Global

a. Ketahanan Budaya Kota Surakarta dalam Menghadapi Disrupsi
Global
Surakarta menghadapi tantangan dalam mempertahankan
identitas budaya lokal di tengah disrupsi global dan digitalisasi,
termasuk pengaruh budaya asing, perubahan gaya hidup, serta
minimnya regenerasi budaya di kalangan anak muda. Meskipun

Surakarta memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kuat,
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adaptasi budaya terhadap tren digital masih terbatas, sementara
warisan budaya seperti Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya
Tak Benda (WBTB) belum sepenuhnya dilestarikan dan
dimanfaatkan secara optimal.

. Pemanfaatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya
masih perlu dioptimalkan

Pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif di Kota
Surakarta masih perlu ditingkatkan koneksinya dengan pasar
global. Sinergi industri kreatif dan pariwisata di Surakarta yang
mengolah potensi seni dan budaya belum berdampak signifikan
secara global. Jumlah wisatawan mancanegara ke Surakarta
masih kalah dibanding kota lain. Sebagian besar atraksi wisata
di Kota Surakarta masih bersifat konvensional dan belum
sepenuhnya mengikuti tren wisata global. Inovasi wisata
berbasis pengalaman, sport tourism, wellness tourism, masih
perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Kota Surakarta
sudah menjadi anggota jaringan ekonomi kreatif internasional
seperti UCCN (UNESCO Creative Cities Network) dengan fokus
pada bidang kerajinan dan kesenian rakyat sejak tahun 2023,
menjadi peluang pengembangan ekonomi kreatif. Diperlukan
strategi integrasi dan penguatan konektivitas internasional agar
Surakarta lebih kompetitif dalam pariwisata budaya dan
ekonomi kreatif.

. Ketahanan Sosial Keluarga menghadapi dampak Risiko
Perubahan Sosial-Ekonomi global

Ketahanan sosial di Kota Surakarta menghadapi tantangan
akibat perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, meningkatnya
individualisme, serta melemahnya peran budaya Jawa. Nilai
gotong royong dan unggah-ungguh semakin berkurang.
Melemahnya ketahanan sosial berisiko meningkatkan konflik
sosial, kesenjangan ekonomi, serta rendahnya kepedulian sosial.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya Jawa, peran

keluarga, kesetaraan gender, serta partisipasi lintas generasi
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dalam budaya dan ekonomi kreatif untuk menjaga ketahanan

sosial Kota Surakarta dalam menghadapi perubahan global.

3. Isu daya saing kota

a. Kesenjangan Kualitas SDM dan Kesiapan Tenaga Kerja terhadap
Kebutuhan Pasar
Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk usia produktif yang
besar, namun masih menghadapi tingkat pengangguran
terbuka yang tinggi (TPT 4,61%) akibat kesenjangan
keterampilan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan
industri. Banyak tenaga kerja yang belum terserap karena
kurangnya kesiapan dalam menghadapi transformasi ekonomi
digital dan industri kreatif. Tantangan utama adalah
mengembangkan SDM yang lebih adaptif dan berdaya saing
tinggi agar mampu mendukung pertumbuhan wirausaha dan
UMKM.

b. Daya Saing UMKM dan Produk Ekonomi Berbasis Budaya yang
Belum Optimal
UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Surakarta masih
menghadapi tantangan dalam akses pembiayaan, teknologi, dan
pasar ekspor. Rasio kewirausahaan daerah masih rendah, serta
kontribusi UMKM terhadap PDRB perlu ditingkatkan.
Digitalisasi UMKM masih terbatas, dengan banyak usaha yang
belum terhubung ke ekosistem e-commerce nasional dan
internasional.

c. Efisiensi Investasi dan Daya Tarik Investasi yang Belum Optimal
Efektivitas modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
masih menjadi tantangan (ICOR belum optimal).

Return on Asset (ROA) BUMD masih perlu dioptimalkan
sehingga investasi yang ditanamkan belum memberikan
dampak optimal terhadap ekonomi daerah. Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB) dan Nilai Investasi Daerah perlu
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ditingkatkan, terutama di sektor ekonomi kreatif dan industri

berbasis inovasi.

4. Isu Inovasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

a. Profesionalitas dan Sinergitas Birokrasi
Tata kelola birokrasi yang profesional dan berbasis meritokrasi
masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari perlunya
peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan profesionalitas
ASN. Integrasi antar sistem dan data yang belum merata di
seluruh perangkat daerah. Koordinasi kebijakan lintas sektor
yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan
yang masih perlu diperbaiki.

b. Keterbatasan Kapasitas Fiskal dan Efisiensi Pembiayaan Daerah
Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi,
sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum
dioptimalkan. Efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan
kualitas layanan publik masih perlu ditingkatkan, mengingat
masih terdapat tantangan dalam alokasi anggaran berbasis
kinerja.

c. Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik yang Belum Merata
Belum semua perangkat daerah memiliki sistem layanan digital
yang terintegrasi, sehingga masih terjadi fragmentasi data dan
layanan publik yang tidak efisien. Pelaksanaan smart city masih
belum optimal, terutama dalam penerapan smart governance,

smart economy, dan smart public service.

5. Isu Pembangunan wilayah berimbang, terintegrasi,tangguh, dan
berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional

a. Sinergi Antarwilayah dalam Mendukung Pembangunan Regional

Kolaborasi antara Kota Surakarta dengan daerah sekitarnya

(Subosukawonosraten) masih perlu diperkuat, terutama dalam

pengelolaan infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Koordinasi
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antar pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan
sumber daya masih belum maksimal, sehingga menimbulkan
ketimpangan pembangunan. Stabilitas ekonomi makro dan daya
saing daerah perlu ditingkatkan, dengan mengoptimalkan kerja
sama dalam pengembangan kawasan ekonomi strategis.

. Keterbatasan Infrastruktur Hijau dan Keberlanjutan Lingkungan
Pembangunan infrastruktur masih  berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi, sementara pengarusutamaan aspek
lingkungan hidup belum sepenuhnya diterapkan. Pemanfaatan
energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan masih
terbatas, menghambat upaya menuju kota yang rendah emisi.

. Kerentanan bencana dan risiko dampak krisis iklim

Kerawanan terhadap banjir dan cuaca ekstrem meningkat,
akibat alih fungsi lahan, keterbatasan ruang terbuka hijau
(RTH), dan sistem drainase yang belum optimal. Kualitas
lingkungan hidup perlu ditingkatkan, mengingat masih adanya
pencemaran udara, pengelolaan sampah yang belum efisien,
serta penurunan kualitas air.

. Ketimpangan dalam Pengelolaan Wilayah dan Permukiman
Belum optimalnya pengelolaan tata ruang perkotaan,
menyebabkan ketidakseimbangan antara kawasan permukiman,
kawasan buudidaya, dan ruang hijau. Rasio kawasan kumuh
masih menjadi tantangan, serta akses terhadap hunian layak
belum merata.

. Konektivitas dan integrasi Infrastruktur Belum Optimal
Aksesibilitas dan mobilitas perkotaan masih menghadapi
tantangan, termasuk kemacetan, keterbatasan lahan parkir, dan
belum optimalnya transportasi massal yang terintegrasi. Belum
maksimalnya implementasi konsep Transit Oriented Development
(TOD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis
konektivitas. Kualitas sarana dan prasarana transportasi serta
konektivitas antarwilayah masih memerlukan peningkatan, agar

lebih efisien dan ramah lingkungan.
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan
untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam
kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis
ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk
menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan
atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan

yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta sangat terkait dengan peraturan

perundang-undangan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah

Ketentuan umum terkait perencanaan pembangunan yang diatur
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yaitu:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
S (lima) tahun.

c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Terkait kewajiban penyusunan rencana pembangunan daerah,

dalam Pasal 260 disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan
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kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana
pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan Daerah.

Terkait pendekatan perencanaan pembangunan, dalam Pasal 261
dijelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan
pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan
bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan
dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas
bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas
merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah
pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah
kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Dalam Pasal 262
dijelaskan bahwa Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan
Daerah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Terkait jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam
Pasal 263 dijelaskan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan
Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. RPJPD merupakan
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang
wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
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disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah,
dalam Pasal 264 disebutkan bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan
dengan Perda, sedangkan RKPD ditetapkan dengan Perkada. Perda
tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD
periode sebelumnya berakhir. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD,
RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian
dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penggunaan dokumen perencanaan pembangunan daerah,
dalam Pasal 265 disebutkan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan
RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam
menyusun KUA serta PPAS.

Terkait penetapan Perda Perda RPJPD dan RPJMD, dalam Pasal
266 disebutkan bahwa Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah
tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan
kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-
hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan
Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Terkait Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD,
dijelaskan dalam Pasal 267 bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota

tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali
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kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali
kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
dievaluasi.

Selanjutnya dalam Pasal 270 disebutkan bahwa Evaluasi terhadap
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji
kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi
terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota
paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. Apabila
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan
RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota,
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan
DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Terkait dengan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah, dalam Pasal 274 disebutkan bahwa Perencanaan
pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola

dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
memiliki keterkaitan dengan RPJMD. Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa:

a. Rencana tata ruang wilayah kota memuat:
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1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;

2) rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem
perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan
dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten,;

3) rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan
lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;

4) penetapan kawasan strategis kabupaten;

5) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan;

6) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan
perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

7) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;

8) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau;
dan

9) rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana
jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal,
dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk
menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial

ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

1) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

2) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

3) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di
wilayah kabupaten;

4) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antarsektor;

5) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

6) penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk

penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi

pertanahan.
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d. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua
puluh) tahun.

e. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

f. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara,
wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan
dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

g. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan

daerah kabupaten.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mewajibkan
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya
RPJPD dan RPJMD. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa
Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS
wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
1) rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional,
RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
2) Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.
Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pembuatan dan pelaksanaan
KLHS dilakukan melalui mekanisme:
a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau

Program; dan
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3) penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan

prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa beberapa istilah sebagai
berikut:

a. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka
waktu tertentu di Daerah.

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode S5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

e. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

NASKAH AKADEMIK RANPERDA TENTANG RPJMD KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029 11-7



Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

f.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 5, Rencana pembangunan Daerah dirumuskan

secara: transparan; responsif; efisien; efektif, akuntabel; partisipatif;

terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa:

a.

Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.

Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan
perubahan yang terjadi di Daerah.

Efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan
terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output)
maksimal.

Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang
dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan
pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap
proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat
inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan,
melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi
kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan
kebijakan.

Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur
serta cara untuk mencapainya.
Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor,

pendapatan, gender dan usia.
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i. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil
dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan
dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya
manusia.

j- Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan,
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan
memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam
mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi
proses disebutkan dalam Pasal 7 bahwa Perencanaan pembangunan
Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
teknokratik; partisipatif; politis; dan atas-bawah dan bawah-atas.
Selanjutnya dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa:

a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan.

c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan
yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah
kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada
substansi dijelaskan dalam Pasal 9, yaitu menggunakan pendekatan:
holistik-tematik; integratif; dan spasial.

a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan
Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan

unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor
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potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya.

b. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam
upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

c. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi
keruangan dalam perencanaan.

Terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal

11 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah mencakup

rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana

pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. Rencana

Perangkat Daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja

Perangkat Daerah. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 dan Pasal 13

bahwa:

a. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua
puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan
RTRW.

b. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

c. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

d. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
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dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

e. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah, dalam Pasal
14 dijelaskan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah
dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
dilakukan berbasis pada eplanning. Penerapan e-planning diatur dalam
Peraturan Menteri.

Terkait penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah,
dalam Pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan
pemangku kepentingan.

Tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD disebutkan
dalam Pasal 16, bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan
tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal;
penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan
rancangan akhir; dan penetapan. Tahapan penyusunan Renstra
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dijelaskan dalam Pasal 17,
bahwa Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun
dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal;
penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 41 bahwa penyusunan RPJMD
meliputi:

a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang

pembentukan tim RPJMD;
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b. Orientasi mengenai RPJMD;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan SIPD; dan

e. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa Rancangan Awal RPJMD
dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan
rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman apda visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dalam pasal 48 dijelaskan bahwa rancangan awal RPJMD dibahas
dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik,
yang dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan
awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Forum
konsultasi publik Daerah Kabupaten/Kota melibatkan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan. Forum konsultasu public
bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal
RPJMD. Hasil konsultasi public kabupaten/kota dirumuskan dalam
berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsut yang
mewakili pemangku kepentingan.

Dalam pasal 49 dijelaskan bahwa BAPPEDA mengajukan
rancangan awal RPJMD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh
persetujuan pembahasan dengan DPRD.

Dalam pasal 50 dijelaskan bahwa Gubernur dan/atau bupati/wali
kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri dan/atau
gubernur untuk dikonsultasikan, yang dilaksanakan paling lambat 50
(lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilantik.

Dalam pasal 56 dijelaskan bahwa Bupati/Wali Kota
menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan
saran dari Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi yang
mneyampaikan penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota
kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi

dilaksanakan.
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Dalam pasal 69 dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan Bersama DPRD dan
Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam pasal 70 dijelaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupatan/kota yang telah
dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota
tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah
bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025,
terkait penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Oembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP
Daerah dan RPJM Nasional.

2. Rencana Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen
perencanaan S (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah
dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum
terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Kajian Lingkungan Strategis RPJMD adalah analisis sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk
megintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam
dokumen RPJMD.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun
pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-
2029, adalah:

1. Pendekatan teknokratik;

2. Pendekatan partisipatif;
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Pendekatan politis;
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas
Pendekatan holistic-tematik;

Pendekatan integrative; dan

No g bk w

Pendekatan spasial.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, yaitu:

1. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan
mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029, yang didalamnya telah
memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia.

2. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan
memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD
Provinsi/Kabupaten/Kota/ Tahun 2025-2029.

3. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disuusn secara simultan
dan terkoodinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-
2029.

4. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara
simultan dan terkoodinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

5. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target
capaian pembangunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2029.

6. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya ala serta
kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau
tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tamping
lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.

7. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah

8. Dokumen perencanaan pembangunan sectoral lainnya.
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Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-

kurangnya terdiri dari 5 (lima) bah, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

a.
b.

C.

d.

€.

Latar belakang;

Dasar hukum penyusunan;

Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya;

Maksud dan tujuan; dan

Sistematika penulisan.

2. BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH

a. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:

1) Aspek geografi dan demografi;

2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

3) Aspek Daya Saing Daerah;

4) Aspek Pelayanan Umum.

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai

dengan kondisi daerah, seperti:

1) Standar Pelayanan Minimal,

2) Kerjasama daerah;

3) Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/ atau
APBD provinsi di kabupaten/kota; dan

4) BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.

Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat

penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024

(dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan

daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:

1) Permasalahan pembangunan daerah; dan

2) Isu strategis daerah.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

a. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:

NASKAH AKADEMIK RANPERDA TENTANG RPJMD KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2020 Bt ISN8S



Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1) Visi dan Misi; dan
2) Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
b. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
c. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
d. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
a. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
1) Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam
mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
2) Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.
b. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit
memuat:
1) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
2) Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029
melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
(IKD).
5. BAB V PENUTUP
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial,
kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian

dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah akan disusun
dan ditetapkan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kota  Surakarta Tahun  2025-2029. Penyusunannya
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang
meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang
bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029 memperhatikan
cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa
pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian rencana
pembangunan yang ditetapkan di dalam RPJMD harus mengarah pada
pencapaian cita-cita pembangunan nasional tersebut.

Rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Ranperda
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surakarta Tahun 2025-2029 juga dilaksanakan dengan mengarah pada

implementasi atas Pancasila, meliputi: Pertama, seluruh lapisan
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Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam
pembangunan nasional. Kedua, Peningkatan martabat serta hak dan
kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan. Ketiga,
peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat,
mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan Kelima,
Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan
yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi
pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman
pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya
untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk
seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh
rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang
menjadi tujuan citacita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan  daerah  dilaksanakan  secara  berencana,
menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu
peningkatan kemampuan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang
sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Surakarta dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan daerah dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif

dan efisien.

. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Landasan
sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai
perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kota Surakarta memiliki potensi wilayah sekaligus masalah dan isu

strategis daerah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah
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Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan
kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang
telah tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya
adalah untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mengarahkan pembangunan jangka menengah
daerah, diperlukan rencana pembangunan daerah yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah untuk mencapai
tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan kemajuan daerah dan
kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk menghasilkan
pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya
proses perencanaan jangka menengah yang disusun melalui berbagai
tahapan dan forum koordinasi dengan melibatkan unsur-unsur
pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. RPJMD
merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang
disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan
menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal
tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan
kesejahteraan  yang  berkeadilan, Pemerintah  Daerah  harus
menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku
pembangunan.

Pemerintah Kota Surakarta menyusun Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan pertimbangan

sosiologis bahwa untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis
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pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan jangka
menengah daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.

. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang
akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat.

Pemerintah kota Surakarta menyusun Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
secara yuridis mempertimbangkan berbagai peraturan yang berkaitan
dengan penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal
13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Beberapa peraturan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421, Lembaran Lengkap

Sekretariat Negara);
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3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surakarta Nomor 115);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 159).
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PANGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta pada

akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan

Peraturan Daerah.

Ruang lingkup materi dalam Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta diuraikan sebagai

berikut:

1. Ketentuan Umum

a.
b.

Daerah adalah Kota Surakarta.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi

NASKAH AKADEMIK RANPERDA RPJMD KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029



Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode S (lima)
tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan
ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang
wilayah.

Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi
dan kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat provinsi dan kota/kecamatan/kelurahan, pengusaha/
investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota,
pemerintahan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan
kelompok masyarakat rentan.

. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.
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Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk
mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam
dokumen RPJMD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang
diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan
selama 5 (lima) tahun.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun
2025-2029.

Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya
visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-
2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan
pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya
suatu output/keluaran.

Strategi adalah rencana tindakan yang kornprehensif berisikan
langkah-langkah /upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa
optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan
program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk

mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
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aa.

bb.

CC.

dd.

€e.

ff.

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran
misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target
tujuan dan sasaran RPJMD.

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan)
kinerja.

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan
antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang
seharusnya tersedia.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung
ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah
dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.
Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator
makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu wurusan

pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta meliputi:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Ruang Lingkup
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Bab III Pengendalian dan Evaluasi
Bab IV Perubahan RPJMD
Bab V Ketentuan Peralihan

Bab VI Ketentuan Penutup

. Ketentuan Sanksi
Tidak ada

. Ketentuan Peralihan

Pada saat RPJMD Tahun 2030-2035 belum tersusun, maka penyusunan
RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD, RPJMD Tahun 2025-2029
serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Surakarta.
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